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KETENTUAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DALAM PASAL 74 UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (P.T) SEBAGAI ZAK>AT TIJA>RAH PERSPEKTIF AL-MAS}LAH}AH AL-MURSALAH
(Studi Tentang Ketentuan Corporate Social Responsibility  Sebagai Zakat Tija>rah)
Nurul Akbar
Abstract: In this study concluded that the provisions of the Corporate Social Responsibility (CSR) in Article 74 of the Law. No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (PT), any item that is traded by humans such as silver, livestock, industry, and the stock compulsory Zakat, it is consistent with the results of the First International conference in Kuwait (29 Rajab 1424 AH), because the company belong Syakhsan I’tiba>ran or Syakhsan Huku>miyah, and was reinforced in Law No. 23/2011 on the management of zakat, Chapter I, article 04 stated that among the objects that must be issued zakat zakat is trade and enterprise. Meanwhile, if viewed in the perspective of mas}lah}ah al-mursalah, in the context of mas}lah}ah al-mursalah, Company which carries on business in the field of natural resources, or which carries on business related to natural resources. Duty to be responsible for the social problems faced by the local community and shall carry out its social and environmental responsibility. This is in accordance with the Company Law No. 40 of 2007 Article 74 paragraph (4) and in government regulation (PP) No. 47 in 2012. That's all for the benefit of the local community and avoid kemudharatan limited liability company whose environment is used for events and activities of the limited liability company.
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Pendahuluan
Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli, peran perdagangan sangatlah penting artinya demi kelajuan perekonomian manusia untuk pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa. Kewajiban zakat perdagangan dapat merangsang aktifitas produksi dan investasi kearah yang lebih baik. Selain perdagangan peranan perusahaan juga tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kewajiban zakat, dimana perusahaan adalah salah satu yang dapatdijadikan sebagai objek zakat. Dengan perkembangan aktifitas perdagangan yang telah jauh berbeda dengan yang terjadi pada masa kenabian.

Untuk melakukan perdagangan dan perindustrian kita perlu berlandaskan sya>riat Islam. Tidak hanya itu saja, akan tetapi setelah melakukan perdagangan dan perindustrian tersebut, semestinya  kita sebagai umat Islam hendaknya wajib mengeluarkan zakat.

Syari>at zakat mempunyai sasaran multidimensi yaitu dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Dimensi sosial berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakan tanggung jawab sosial pada Muzakki> (Agniya>’).
 Dalam pasal 5 UU No. 38 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa zakat bertujuan untuk. 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. 2. Meningkatkan fungsi dan perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal seperti PT, akan memiliki keuntungan, antara lain. 1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. 2.Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustah}iq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki>. 3.Untuk mencapai efisiean dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 4.Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat Muslim di dunia, ada sekitar 85,2% atau 199.959.285 jiwa dari total 234.693.997 jiwa penduduk.
 Oleh karena itu Menteri Sosial RI mengeluarkan peraturan No. 50/HUK/2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha bahwa yang bertujuan demi kesejahteraan umat. Yaitu tentang CSR (Corporate Social Responsibility). Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Peraturan tentang kepedulian dunia usaha ini dikenal dengan sebutan CSR (Corporate Social Responsibility).

Perusahaan yang didirikan di suatu wilayah dan berada di tengah-tengah masyarakat yang memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan seharusnya saat ini merubah cara berpikir tersebut. Menurut Busyra Azheri, perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (selfish) dan/atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, tetapi sebagai sebuah entitas badan hukum yang wajib melakukan adaptasi sosiokultural dengan lingkungan dimana ia berada, serta dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya.

Perusahaan sebagai sebuah entitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan CSR (Coorporate Social Responsibility). Dalam praktiknya selama ini masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR  hanya bersifat sukarela (voluntary) yang tidak memiliki komitmen berkelanjutan.

Selain dalam bentuk CSR , potensi dana Korporat juga berupa zakat. menurut hasil muktamar Internasional 1 tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1424 H), perusahaan tergolong Syakhsan I’tiba>ran (badan hukum yang dianggap orang) atau Syakhsan Huku>miyah. Hasil transaksi bisnis perusahaan dinikmati bersama para pesahamnya, demikian pula kewajiban perusahaan mereka tanggung bersama. Termasuk kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk Zakat.
Dalamitu diperkuat dalam UU No 23/2011tentang pengelolaan zakat, Bab I pasal 04 dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Survei dari harian Kompas tentang penerapan tanggungjawab sosial perusahaan/ CSR  tahun 2007  menyebutkan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, CSR   hanya dilakukan ± 30% dari keseluruhan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan kegiatannya sendiri lebih terfokus pada kedermawanan (philanthropy) dan kemurahan hati (charity) dalam rangka membantu korban bencana alam.

Kepedulian perusahaan sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan/CSR  terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan konsep Triple Bottom Line. Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum  tanggungjawab sosial perusahaan/CSR  dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya terhadap karyawan dan keluar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 74 menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Tujuan tanggungjawab sosial perusahaan/CSR  yang diatur didalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Binoto Nadapdap berpendapat bahwa ketentuan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan/CSR dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pelaksanaan CSR memang banyak berorientasi korporat diantaranya bertujuan untuk membangun citra perusahaan, meningkatkan loyalitas konsumen, mencapai kesuksesan financial, meningkatkan saham, menaikan penjualan, dan meminimalisir konflik antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Sehingga CSR telah menjadi salah satu strategi pemasaran dan manajemen yang cukup intens dilakukan oleh perusahaan.

Selain bertanggungjawab kepada konsumen, pemegang saham ataupun karyawan kini banyak perusahaan yang juga melakukan kegiatan sosial kepada lingkungan sekitar. Program yang dilakukan dikenal dengan istilah CSR  (Corporate Social Responsibility). Di Indonesia program CSR mulai marak di tahun 2005-an, sedangkan di negara-negara lain sudah bergerak di tahun 1980-an.
 Tanggungjawab sosial saat ini sudah ditegaskan dalam UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 & UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15,17 & 34.

Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah
Menurut Abdul Wahhab Khallaf Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah adalah salah satu dalil-dalil Syariah. Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah (kesejahteraan umum) yang dimutlakkan. Menurut istilah ulama Ushul, Mas}lah}ah tidak mengisyaratkan hukum untuk mewujudkan Al-Mas}lah}ah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Al-Mas}lah}ah  itu disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.
 “sesuatu yang dianggap Al-Mas}lah}ah bila tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu, baik yang mendukung maupun yang menolak”.
Sehingga  disebut Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah .

Menurut ahli ushul fiqh, Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah  adalah suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara’, untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tapi kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.
 Sebagaimana diketahui secara umum, bahwasannya segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan untuk mewujudkan kemas}lah}atan manusia. Asy-Syat}ibi salah seorang ulama’ madzhab Maliki mengatakan bahwa Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah  adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara’ serta maknanya diambil dari dalil-dalil Syar’i. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara’ yang Qat}’i.

Menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin bahwa penggunaan{ Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah atau Al-Mas}lah}ah sebagai tujuan hukum yang ditentukan berdasarkan al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Disamping harus tidak menyimpang dari ruang lingkup sumber tersebut.
 Jadi, kesimpulannya, Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah merupakan salah satu metode penggalian hukum yang bisa digunakan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemas}lah}atan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa pada kerusakan.
Untuk menghidari bercampurnya Al-Mas}lah}ah dengan mafsadah dan hawa nafsu, maka mereka yang berhujjah dengan Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah  menetapkan beberapa persyaratan, yaitu:

a. Kemas}lah}atan itu hendaknya kemas}lah}atan yang tidak bertentangan dengan hukum syara’ yang sudah ditetapkan oleh nas} atau ijma’.
 Hakekat Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah itu sama sekali tidak ada dalam nas}, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemas}lah}atan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara’.

b. Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah itu hendaklah Al-Mas}lah}ah yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Menurut Zaky al-Din Sya’ban, disyaratkan bahwa Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.

c. Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah itu hendaklah Al-Mas}lah}ah yang umum. Jalaluddin Abdurrahman menyebutnya dengan masalahat kulliyah bukan juz’iyah. Maksudnya mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja.

Di samping tiga syarat yang telah disebutkan tadi, terdapat syarat lain, bahwa Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah itu hendaklah kemas}lah}atan yang logis dan cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial al-Mas}lah}ah itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah  hendaklah Al-Mas}lah}ah yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.
 Menurut al-Ghazali, Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah merupakan suatu dalil hukum selama ia memenuhi tiga syarat: (1) terdapat kesesuaian al-Mas}lah}ah dengan maksud syara’ dan tidak bertentang dengan dalil yang qat}’i; (2) Al-Mas}lah}ah tersebut dapat diterima oleh akal sehat; (3) Al-Mas}lah}ah bersifat daruri, yakni untuk memelihara salah satu hal berikut: agama, akal, keturunan, kehormatan, ataupun harta benda.
 Untuk yang terakhir ini Ghazali juga mengatakan bahwa yang hajjiyyah, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi daruriyyah.
 Pada akhirnya, dari persyaratan Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan di kalangan pakar usul fiqh, ternyata yang terpenting adalah Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah itu harus sejalan dengan tujuan syara’, dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.

Dilihat dari tingkatannya, para ahli usul fiqh membagi Al-Mas}lah}ah menjadi tiga macam yaitu:
1. Al-Mas}lah}ah Daruriyyah 

Al-Mas}lah}ah Daruriyyah adalah suatu kemas}lah}atan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Kemas}lah}atan ini meliputi: pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan kelima kemas}lah}atan ini, menurut Syat}ibi, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan. Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan.Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan melalui kegiatan Muamalat, melakukan interaksi dengan sesama manusia.

2. Al-Mas}lah}ah Hajiyyah
Al-Mas}lah}ah Hajiyyah adalah suatu kemas}lah}atan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemas}lah}atan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Seperti keringanan dalam ibadah, dari kebolehan meringkas (qasar) shalat dan berbuka puasa bagi orang musafir. Semua kegiatan yang disyari’atkan Allah guna memudahkan manusia, dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan kemas}lah}atan pokok.

3. Al-Mas}lah}ah Tahsiniyyah
Al-Mas}lah}ah ini juga disebut Al-Mas}lah}ah takmiliyyah, yaitu suatu kemas}lah}atan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemas}lah}atan D}aruriyyah dan Ha>jiyyah.Kemas}lah}atan ini dimaksudkan untuk kebaikan budi pekerti. Contohnya, dalam ibadah manusia diharuskan bersuci terlebih dahulu, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah dan bagus. Contoh kemas}lah}atan dalam adat adalah adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.

Di lihat dari eksistensinyaa terbagi menjadi tiga macam yaitu:
1. Al-Mas}lah}ah Mu’tabarah :
Al-Mas}lah}ah Mu’tabarah adalah Al-Mas}lah}ah yang secara tegas diakui syari’at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diwajibkannya hukuman qis}as} untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.
2. Al-Mas}lah}ah Mulgah
Al-Mas}lah}ah Mulgah adalah kemas}lah}atan yang dianggap Al-Mas}lah}ah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari’at. Misalnya menyamakan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah Al-Mas}lah}ah, akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ayat 11 surat An-Nisa’ yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap Al-Mas}lah}ah itu, bukanlah Al-Mas}lah}ah disisi Allah.

3. Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah
Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah berasal dari kata Al-Mas}lah}ah yang artinya lepas dari dalil secara khusus. Dengan demikian, Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah adalah suatu kemas}lah}atan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Maksudnya dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemudaratan manusia yang bersifat sangat luas. Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan mud{arat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mud}arat pada lingkungan yang lain.

Zakat Tija>rah

Zakat diwajibkan bagi para Aghniya>’ (hartawan) yang kekayaannya memenuhi batas minimal (Nisab) untuk setahun (Haul).
 Zakat telah diterapkan sampai masa kita sekarang tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya. Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur’an. Zakat disebutkan secara bersamaan dengan shalat dalam lebih dari 38 tempat.

Semua madhhab Ahlu Sunnah sependapat bahwa zakat wajib atas harta benda perdagangan.
 Tetapi ahli ilmu berlainan faham dan pendapat tentang hal zakat perniagaan. Ada di antara mereka yang menetapkan bahwa zakat pada perniagaan tidak diwajibkan.
 Namun pada akhirnya pendapat mereka tidak benar. Walaupun zakat perniagaan ini diperselisihkan, akan tetapi banyak riwayat-riwayat yang menguatkan bahwa zakat perniagaan adalah wajib.

Aktivitas perdagangan wajib dizakati, karena dia termasuk sumber penghasilan yang baik dan tergolong usaha yang dapat memberikan keuntungan yang berlimpah. Dalilnya adalah firman Allah Ta’a>la dalam al-Baqarah ayat 267, “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian.”

Mengenai ayat di atas, Imam Abu Bakar Arabi berkata: Ulama-ulama kita mengatakan  bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan. Menurut Imam Razi, ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk di dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak. Oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha. Dari segi analogi (qias) sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rusyd, harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat yaitu tanaman, ternak, emas, dan perak.Seandainya zakat tidak diwajibkan atas Zakat Tija>rah, maka akan sangat banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.
 Dari beberapa dasar hukum di atas, cukuplah kiranya untuk menjadi dasar dan menyebutkan wajibnya Zakat Tija>rah kepada orang Islam. Sehingga tidak perlu lagi adanya perdebatan di kalangan ulama tentang hukum wajib perdagangan.
Ada beberapa jenis harta yang menjadi sumber zakat, yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur’an dan Al-hadist. Namun jika dilihat dari perkembangan zaman sekarang yang semakin maju, kini zakat tidak hanya terbatas pada jenis-jenis yang telah dikenal pada masa Rasulullah SAW dan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik saja. Sekarang batasan zakat lebih meluas mengingat semakin beragamnya usaha dan profesi baru yang mampu mendatangkan keuntungan yang besar. Kini zakat sudah diperuntukkan mencakup semua jenis harta dan aktivitas kontemporer yang memenuhi syarat-syarat diwajibkannya. Garis umum sistem zakat kontemporer meliputi zakat-zakat berikut:

1. Kekayaan moneter, investasi, perhiasan simpan, piutang yang diharapkanakan dibayar, dan mal mustafad (harta yang diperoleh).
2. Barang-barang dagangan, industri yang serupa dengannya.
3. Hasil-hasil pertanian, buah-buahan, dan yang serupa dengannya.
4. Binatang-binatang ternak (unta,sapi, kambing, dan yang serupa dengannya).
5. Hasil penyewaan popok-popok yang tetap dan yang serupa dengannya.
6. Gaji dan penghasilan dari kerja lepas (freelance).
7. Rika>z  (harta karun), barang tambang, dan kekayaan laut.

Adapun sumber-sumber zakat yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan ditulis dalam beberapa kitab-kitab hukum (fiqh) Islam. Harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori:

1. Zakat emas dan perak

2. Zakat hewan ternak

3. Zakat pertanian / hasil bumi

4. Zakat barang temuan dan tambang

5. Zakat Tija>rah

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, besar zakat 2,5 % dengan nisab senilai 85 gram emas, haul 1 tahun.
 Barang perdagangan adalah barang-barang yang dipertukarkan untuk memperoleh laba berupa barang apapun yang dalam fiqih Islam disebut “urudhu Tija>rah”. Jadi barang apapun yang diperdagangkan oleh manusia, baik berupa jenis-jenis barang yang aslinya wajib dizakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, dan ternak ataupun barang-barang lainnya seperti kain, hasil industri, tanah, rumah, dan saham, semuanya wajib dizakati dengan syarat-syarat tertentu.
 Harta dapat dipandang sebagai harta dagangan yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang.

2. Mencapai waktu satu tahun dihitung dari waktu permulaan usaha berdagang.

3. Mencapai satu nishab yaitu dengan mengkonversikannya kepada nishab  emas dan perak (90 gram emas). Perhitungan nishab ini menurut ulama madzhab Hanafi dimulai sejak awal tahun hingga akhir tahun (haul). Sedangkan ulama madzhab Maliki dan madzhab Syafi’i berpendapat bahwa perhitungan nishab hanya diakhir haul. Sedangkan menurut ulama madzhab Hambali, perhitungan nishab dilakukan dan diperiksa setiap waktu sepanjang tahun, karenanya nisab harta dagangan itu harus konstan sejak awal sampai akhir haul.
 Ulama sepakat menyatakan bahwa penentuan nishab zakat pada barang dagangan adalah dengan nilainya, bukan barang dagangan itu sendiri. Penilaian terhadap barang-barang dagangan dilakukan sesuai dengan harga yang berlaku pada akhir haul. Jika sudah mencapai nishab dan haul-nya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % atau 1/40-nya.

4. Harta dagangan benar-benar telah menjadi milik sempurna pedagangnya, baik telah dibeli secara tunai atau bertangguh.

5. Tidak terkait utang dengan orang lain.

Perseroan Terbatas
Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian secara terus-menerus, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan.
 Sedangkan Perseroan Terbatas (P.T) adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, pada jumlah nominal dari pada saham-saham yang dimilikinya,
 dan merupakan entitas badan hukum (RechtPersoon) yang wajib melakukan adaptasi Sosio-kultural dengan lingkungan tempatnya berada dan dapat dimintai pertanggung jawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan personifikasi manusia sebagai subjek hukum (NaturlijkPersoon).
 Pada zaman Hindia Belanda perseroan terbatas dikenal dengan sebutan Naamloze Vennootschap (NV). Menurut Achmad Ichsan Naamloze artinya tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai nama salah satu anggota persero, melainkan menggunakan nama berdasar pada tujuan dari usahanya.
 Rachmadi Usman berpendapat bahwa arti istilah Naamloze Vennootschap (NV) tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas, menurutnya perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggungjawab perseroan bersifat terbatas pada jumlah nominal dari pada saham-saham yang dimilikinya.
 Adapun istilah perseroan terbatas di negara lain antara lain yaitu di Inggris dengan sebutan Company Limited by Shares, di Jerman, Austria, dan Swiss perseroan terbatas disebut dengan Aktiengesellschaft dan di Perancis disebut dengan Societe Anonyme.

Adapun pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Berdasarkan pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan prinsip umum sebuah perseroan yaitu: 

1. Merupakan persekutuan modal Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.

2. Didirikan berdasarkan perjanjian Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian.

3. Melakukan kegiatan usaha Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

4. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah Lahirnya perseroan sebagai badan hukum (rechtspersoon, legal entity), karena diwujudkan melalui proses hukum (created by legal process) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa definisi atau pengertian di atas dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas merupakan sebuah entitas badan hukum (recht persoon) yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan tempatnya berada dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan personifikasi manusia sebagai subjek hukum (naturlijk persoon).

Corporate Social Responsibility
Menurut bahasa, CSR (Corporate Sosial Responsibility) diartikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR (Corporate Sosial Responsibility) namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang sepadan dengan CSR (Corporate Sosial Responsibility) misalnya CSR (Corporate Social Responsibilit), Corporate Citizenship, Responsible Business, Sustainable Responsible Business, dan Corporate Social Performance.

Banyak istilah untuk mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan CSR (Corporate Social Responsibility) dan juga beragam definisinya karena sampai sekarang belum ada definisi tunggal yang disepakati secara global. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan defenisi tanggung jawab sosial perusahaan/CSR sebagai berikut: 

Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan danlingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.  

Terlihat dari definisi di atas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Sosial Responsibility) menekankan pada penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Definisi tanggungjawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Sosial Responsibility) yang juga sama menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR (Corporate Sosial Responsibility) menurut lembaga keuangan Global World Bank yang memiliki penekanan yangsama pada kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rumusannya menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR (Corporate Sosial Responsibility) bagi usaha dan pembangunan.

Adapun pengertian tanggung jawab sosial, Menurut CSR (Corporate Sosial Responsibility) Forum tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Sosial Responsibility) diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang berdasar atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan.
 Aktivitas bisnis dari suatu perusahaan harus bedasarkan nilai-nilai etis dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, hal inilah yang menjadi inti dari rumusan definisi tanggung jawab sosial perusahaan.
 Dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain menghasilkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, beberapa pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Sosial Responsibility) memberikan penekanan pada upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Di antaranya yaitu pengertian dari lingkar studi CSR (Corporate Sosial Responsibility) Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Sosial Responsibility) sebagai berikut: 

CSR (Corporate Sosial Responsibility) adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dari rumusan definisi atau pengertian di atas, dapat ditarik tiga hal pokok yang membentuk pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Sosial Responsibility) yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggungjawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

2. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham atau shareholders-nya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau  seluruh stakeholders-nya.

3. Melaksanakan CSR (Corporate Sosial Responsibility) berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolanya.

Analisis Ketentuan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam UU. No. 40 Pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Secara hukum ketentuan bagi perseroan terbatas, diatur pada pasal 4 UUPT 2007, yang berbunyi: “Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Deskripsi di atas adalah:

1. UUPT No. 40 tahun 2007 sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok perseroan.

2. Anggran dasar perseroan (AD)

3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan.

Peraturan pelaksanaan UUPT 2007 adalah:

1. PP tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan (pasal 9 ayat (4).

2. PERMEN tentang tata cara pengajuan permohonan keputusan pengesahan perseroan memproleh status badan hukum (pasal 11)

3. PERMEN tentang ketentuan daftar perseroan (pasal 29 ayat (5).

4. PP tentang perubahan besarnya perseroan (pasal 32 ayat (3).

5. PP tentang besarnya jumlah nilai keuangan perseroan yang wajib diserahkan laporan oleh direksi kepada akuntan publik (pasal 68 ayat (1).  

6. PP tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74 ayat (4).

Perseroan terbatas sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat dan wajib melaksanakan tanggung sosial dan lingkungannya.
 Hal ini sesuai dengan UUPT No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (4) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan,
 yang berbunyi: “Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Kewajiban itu dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. Selain diatur dalam undang-undang, kewajiban sosial dan lingkungan tersebut juga dipertegas dalam peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012. Ketentuan tersebut bertujuan untuk: 

1. Menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

2. Mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermenfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyaraat pada umumnya.

Agar  pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial tidak hanya menjadi hiasan, pasal 74 ayat (2) memerintahkan:

1. Perseroan harus menganggarkan dan memperhitungkan CSR (Corporate Sosial Responsibility) sebagai biaya perseroan. Dengan demikian, pada saat direksi menyusun RTK berdasarkan pasal 63 ayat (1), di dalamnya harus memuat anggaran CSR (Corporate Sosial Responsibility) untuk tahun buku yang akan datang.

2. Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Sedangkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR (Corporate Sosial Responsibility), padahal dia memenuhi kriteria sebagai perseroan yang melakukan kegiatan di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Penanaman Modal sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial berupa sanksi administrasi, yaitu:

1. Peringatan tertulis.

2. Pembatasan kegiatan usaha.

3. Pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal.

4. Pencabutan kegiatan atau fasilitas penanaman modal.

Dari segi segi kewajiban tanggungjawab sosial bertujan untuk:

1. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

2. Untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dari adanya kewajiban tanggung jawab sosial bagi Peseroan Terbatas (PT), yang tertuang dalam UUPT No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (4), dan dipertegas dalam peraturan pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012 tentang ketentuan CSR (Corporate Sosial Responsibility), penulis dapat menganalisa: pertama, kemampuan perusahaan untuk memiliki dukungan sumber daya manusia yang andal (internal) dan eksternal (masyarakat sekitar), perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan ekonomi komunitas, menjaga keharmonisan dengan masayarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik, dijalankan dalam data pamong yang baik, dan menjaga kelestarian lingkungan, oleh karena itu, CSR (Corporate Sosial Responsibility) tidak hanya bergerak di lingkungan dalam perusahaan, tapi juga tetapi juga di luar lingkungan perusahaan, karena itulah, CSR (Corporate Sosial Responsibility) dipraktikan di tiga era, 1. Ditempat kerja, seperti aspek keselamatan kerja, pengembangan skill karyawan dan kepemilikan saham, 2. Dikomunitas, antara lain dengan memberi beasiswa, dan pemberdayaan ekonomi, 3.Terhadap lingkungan, misalnya, pelestarian lingkungan dan proses produksi yang ramah lingkungan

Semua untuk memperkokoh dan mengembangkan perusahaan modern, salah satu kuncinya adalah dengan menjadikan CSR (Corporate Sosial Responsibility) sebagai jantung strategi. Jadi aktivitas CSR (Corporate Sosial Responsibility) bukan sekedar basa-basi, melainkan menjadi bagian dari strategi untuk memajukan perusahaan. 

Kedua, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial di Indonesia saat ini masih sangat konvensional, berjangka pendek, dan didasari motivasi menolong anggota masyarakat yang dalam kesulitan, dan cara menyalurkan dana, mayoritas (83%) diberikan langsung kepada pemanfaat, dan lewat yayasan sosial dan LSM (63%), sebagian kecil melalui yayasan perusahaan sendiri (13%), dan motif perusahaan dalam menyumbang adalah karena merupakan kebijakan perusahaan (68%), yang dilatar belakangi oleh keinginan pimpinan (26%), bagian dari kegiatan promosi perusahaan dan produksi (22%), dan karena diminta pihak lain (28%). Padahal RUU tentang perseroan terbatas yang mewajibkan CSR (Corporate Sosial Responsibility) pasal 74, sudah diundangkan Pada tahun 2007.  yang berbunyi:

“Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”, dan tidak semua perseroan terbatas yang wajib melakukan tanggung sosial dan lingkungan, menurut Bab V UUPT 2007 yang wajib melakukan tanggung jawab sosial adalah: Pertama, perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam, yaitu perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam menurut pasal 74 ayat (1) adalah perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kedua, perseroan yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu usaha (perseroan) yang berkaitan dengan sumber daya alam menurut pasal 74 ayat (1) adalah peseroan tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi dan kemampuan sumber daya alam.
Ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR (Corporate Sosial Responsibility), padahal dia memenuhi kriteria sebagai perseroan yang melakukan kegiatan di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UU penanaman Modal sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial berupa sanksi administrasi, yaitu:
1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha.

3. Pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal.

4. Pencabutan kegiatan atau fasilitas penanaman modal.

Dan kewajiban tanggung jawab sosial tersebut bertujan untuk:

1. Mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

2. Untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Analisis Ketentuan CSR (Corporate Sosial Responsibility)  dalam UU. No. 40 Pasal 74 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Zakat Tija>rah Perspektif Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian secara terus-menerus, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan.
 Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, pada jumlah nominal dari pada saham-saham yang dimilikinya,
 dan merupakan entitas badan hukum (RechtPersoon) yang wajib melakukan adaptasi Sosio kultural dengan lingkungan tempatnya berada dan dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan personifikasi manusia sebagai subjek hukum (NaturlijkPersoon).

Pengusaha adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha baik usaha jual-beli, dan yang memberi modal dan memperdagangkan jaringan dan akses, dan harta dagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan.
 Sedangkan harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan. Dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang rupiah. Oleh karena itu, dari adanya perkembangan zaman yang semakin kompleks, dinamis dan maju, corak perdagangan dan bisnis kini berbeda dengan corak perdagangan zaman terdahulu, yang dikenal pada jenis-jenis perdagangan yang telah dikenal pada masa Rasulullah SAW. dan yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh klasik saja. Dan ini juga berpengaruh padaadanya zakat yang wajib dikeluarkan oleh aktivitas perdagangan tersebut, mengingat semakin beragamnya usaha dan profesi baru yang mampu mendatangkan keuntungan yang besar, dan Kini zakat sudah diperuntukkan mencakup semua jenis harta dan aktivitas perdagangan kontemporer.

Dan kewajiban mengeluarkan zakat dalam islam ada tujuan dan hikmahnya, tujuannya adalah:

1. Hubungan manusia dengan Allah.

2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.

3. Hubungan manusia dengan masyarakat.

4. Hubungan manusia dengan harta benda.

Sedangkan hikmah dan manfaat zakat dalam Islam adalah:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

2. Membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam perolehannya terjadi kekhilafan dan kealpaan yang tidak disengaja.

3. Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta ketentraman dan kestabilan masyarakat dan negara terjamin.

4. Guna mendekatkan perhubungan kasih sayang dan mencintaiantara si miskin dan si kaya.

5. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.

6. Menginfestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.

7. Menerima dan mengembangkan stabilitas sosial.

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat memberikan analisa sebagai berikut:

Pertama, aktivitas barang apapun yang diperdagangkan oleh manusia, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, ternak ataupun barang-barang lainnya seperti kain, hasil industri, tanah, rumah, dan saham wajib dizakati.
 Karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas, dan perak, dan ini semua diperkuat oleh hasil muktamar Internasional 1 tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1424 H), perusahaan tergolong Syakhsan I’tiba>ran (badan hukum yang dianggap orang) atau Syakhsan Huku>miyah. Hasil transaksi bisnis perusahaan dinikmati bersama para pesahamnya, demikian pula kewajiban perusahaan mereka tanggung bersama. Termasuk kewajiban Kepada Allah SWT dalam bentuk Zakat.
Dan itu diperkuat dalam UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, Bab I pasal 04 dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Aktivitas perdagangkan, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, ternak ataupun barang-barang lainnya seperti kain, hasil industri, tanah, rumah, dan saham wajib dizakati dengan syarat-syarat,
 yaitu:

1. Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang.

2. Mencapai waktu satu tahun dihitung dari waktu permulaan usaha berdagang.

3. Mencapai satu nishab yaitu dengan mengkonversikannya kepada nishab emas dan perak (90 gram emas).

4. Harta dagangan benar-benar telah menjadi milik sempurna pedagangnya, baik telah dibeli secara tunai atau bertangguh.

5. Tidak terkait utang dengan orang lain.

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, besar zakat 2,5 % dengan nisab senilai 85 gram emas, haul 1 tahun.
 Barang perdagangan adalah barang-barang yang dipertukarkan untuk memperoleh laba berupa barang apapun yang dalam fiqih Islam disebut “Urudhu Tija>rah, dan Kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan zakat sudah menjadi legalitas secara hukum dalam aturan UUPT No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (4) yang  bersifat mengikat.

Kedua, tujuan dan hikmah dalam mengeluarkan zakat untuk membantu fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, mendekatkan hubungan kasih sayang dan mencintai antara si miskin dan si kaya, menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah, menginfestasi kegotong-royongan, menerima atau mengembangkan stabilitas sosial, dan mewujudkan keadilan sosial,
tidak lain untuk mewujudkan mas}lah}at atau mentransmisikan mas}lah}at sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindar dari kebururkan dan kerusakan, yang pada akhirnya akan terealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi ini demi kemurnian dalam pengabdian kepada Allah SWT. Sebab mas}lah}at itu sesungguhnya adalah memelihara dan mentransformasikan tujuan-tujuan hukum Islam yang disebut dengan Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah.
Jadi, dari beberapa uraian di atas, cukuplah kiranya untuk menjadi dasar, bahwa harta hasil perdagangan (Tija>rah) wajib kepada orang Islam. Sehingga tidak perlu lagi adanya perdebatan di kalangan ulama tentang hukum wajib perdagangan.

Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian  yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Barang apapun yang diperdagangkan oleh manusia, baik berupa jenis-jenis barang seperti perak, biji-bijian, buah-buahan, ternak, kain, hasil industri, tanah, rumah, dan saham, semuanya wajib dizakati. Itu diperkuat dalam hasil muktamar Internasional 1 tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1424 H), perusahaan tergolong Syakhsan I’tiba>ran (badan hukum yang dianggap orang) atau Syakhsan Huku>miyah, dan itu diperkuat dalam UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, Bab I pasal 04 dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

2. Dalam konteks Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah Perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam atau yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Wajib ikut bertanggungjawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat dan wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan UUPT No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (4) dan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012. Itu semua demi kemas}lah}atan masyarakat sekitar Perseroan terbatas dan menghindari kemudharatan yang lingkungannya dipergunakan untuk kegiatan dan aktifitas perseroan terbatas. 
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